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MOTTO: 

 

 

I Can Do Everything Through Him Who Gives Me Strength. 

-Philippians 4:13- 
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ABSTRAK 

Asas Legalitas merupakan asas yang fundamental didalam Hukum Pidana di 

Indonesia yang dimuat dalam Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dimana dalam bahasa latin yakni Nullum delictum, nulla poena, sine praevia, legi 
pounali (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana 

terlebih dahulu). Tetapi terhadap kejahatan tertentu yang digolongkan dalam 

Extraordinary Crimes seperti Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) 

Berat (gross violation of human rights), keberadaan Asas Legalitas ini dapat 

dikecualikan sehingga dapat berlaku secara Retroaktif atau berlaku mundur. 

Keberadaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM memungkinkan 

berlakunya UU Pengadilan HAM secara retroaktif atas pelanggaran HAM yang berat 

yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM berlaku dengan usul dari Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Keputusan Presiden untuk membentuk Pengadilan 

HAM Ad Hoc. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ratio Legis berlakunya 

asas retroaktif dalam UU Pengadilan HAM dan seberapa jauhkah Asas Retroaktif 

dapat berlaku untuk mengadili kasus HAM di Indonesia. Metode yang digunakan 

didalam penelitian ini adalah Doctrinal Research yaitu penelitian dengan penjelasan 

yang sistematis tentang aturan hukum dengan kategori hukum tertentu dan 

menggunakan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan 

konseptual (Conseptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dengan 

tujuan akhir untuk mengetahui sampai kapan batas berlakunya suatu Asas Retroaktif 

dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. 

Kata Kunci:Asas Legalitas, Asas Retroaktif, Pelanggaran HAM Yang Berat. 
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ABSTRACT 
 

The principle of Legality is a fundamental principle in the Penal Code in Indonesia 
which is contained in Article 1 of the Criminal Code (KUHP) in which the Latin are 
Nullum delictum, nulla poena, sine praevia, legi pounali (no crime, first criminal 
law). However, against certain crimes classified in the Extraordinary Crimes such as 
gross violation of human rights, the existence of this Legal Principle may be 
exempted so that it may apply retroactively or in effect retreat. The existence of the 
provisions of Article 43 Paragraph (1) of the Human Rights Court Law enables the 
enactment of the Human Rights Court Law retroactively on violation gross of human 
rights that occurred before the Human Rights Court Act came into force with the 
proposal of the House of Representatives (DPR) with a Presidential Decree to 
establish an Ad Hoc Human Rights Court. This study aims to find out the Legal Ratio 
of the applicability of the retroactive principle in the Human Rights Court Law and to 
what extent the Retroactive Principles may apply to prosecute human rights cases in 
Indonesia. The method used in this research is Doctrinal Research which is research 
with systematic explanation about the rule of law with certain legal category and 
using Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach with the ultimate goal 
for to know the extent to which a retroactive principle is applicable in cases of gross 
violation of human rights. 
 
Keywords: Legal Principle, Retroactive Principle, Gross Violation of Human Rights. 
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